
Jakarta, 11 Januari 2017 - Mahkamah Konslitusi (MK) akan menggelar SIdang Pengucapan Putusan alas
Pengujian materjitterhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang UU Pengadilan Palak. Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Keiiga alas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Keienluan Urnum dan UU Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 lentang UU Mahkamah
Agung dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang UU Kekuasaan Kehakiman Sidang diadakan pada
Rabu (I Iru. puku1 13.00 W!B

MK PUTUS UJI MATERI UU PENGADILAN PAJAK
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MAHKAMAH KONSTITUSl
REPUBLIK INDONESIA

Gugalan yang Ieregistrasi dengan nomor perkara 1331PUU-XII1/2015 Ini diajukan Dieh Nizarman Aminuddin,
sebagailikuidator PT. Textra Amspin "Dalam Likuidasi" yang merasa dirugikan o1eh ketentuan-kelenluan yang
mengalur lentang Pengajuan Banding sebagaimana dialur dalam pasa1 36 ayat (4) UU 142002, ketentuan
mengenai Penangguhan Pembayaran Palak sebagaimana diatur dalam pasalll angka I UU 28/2007 Selain
kedua haltersebut Pemohon juga menggugat ketentuan mengenai Pengajuan Peninjauan Kernbali yang dialur
dalam Pasa1 89 ayat(,) UU 14/2002. Pasa1 66 ayat(,) UU 141,985 sata Pasa1 24 aya1(2) UU 48/2009 yang pada
in tinya menyatakan bahwa permohonan perilnjauan kernbali hanya dapat dialukan satu kali

Hal yang meIaiarbelakangi gugatan Pemohon Iru adalah keberalan Pemohon alas pengenaan palak telhadap PT
Textra Am spin yang Iurut me in perhilungkan asset PIibadi Pem. hon ke dalam asset perusahaan. Pemohon leiah
mengajukan keberaian ke DirekloraiJenderal Palak namun pengajuan tersebui dilolak

SIARAN PERS

Menanggapi permohonan tersebut Pemerintah yang diwakili o1eh Direktur Litigasi Perundang-undangan
Kernenkumham Yunan Hilmi beenggapan bahwa kerugian yang dialami o1eh Pemohon bukan disebabkan o1eh
keberlakuan ketentuan pasa1 36 ayat (4) UU Fengadilan Palak. Yunan menyampaikan. adanya persyaralan
laininan sebesar 50V, dari palak Ierutang bukan merupakan persoalan konslitusionaliias, me lainkan merupakan
kebijakan hukum Ierbuka (open legal policy) dan pembentuk undang-undang. Dengan demikian. lidak ada hak
konstitusional Pemohon yang dimgikan dengan berlakunya keientuan Pasa1 36 ayat (4) Undang-Undang
Pengadilan Pajak

Sedangkan menanggapi gugalan alas Pengajuan PK yang dialur daiam Pasa1 89 ayai(I) UU Pengadilan Palak
Pemerintah menegaskan bahwa pengaturan PK yang hanya dapat dilakukan satu kali dalam UU Pengadilan Pajak
tidak tenepas dan landasan nosofis dibentuknya pengadilan palak yang bertujuan untuk menyelesaikan sengkeia
palak secara adjl. yang prosedur dan prosesnya dilakukan secara cepat dan sederhana dengan biaya inurah
Menurut Pemerintah apabila dibuka peluang pengajuan PK untuk sengkeia pajak dapal dilakukan Iebih dari satu
kali baik bagi wailb palak inaupun bagi Direkiorat Jenderal Palak. inaka menjaditidak seialan dengan nosofi
penyelesaian sengkela palak yang cepat dan sederhana

Seianjulnya. dalam keterangan yang disampaikan Dieh Anshari Rilonga selaku Ahli Feinerintah disebulkan bahwa
pada proses pengadilan palak. lidak dikenal asas praduga lidak hersalah seperti daiam pengadilan urnum. 01eh
karena Itu. proses penagihan alas putusan pengadilan palak sebelumnya akan letap dilakukan o1eh jaksa sampai
ada putusan banding

Semenlara itu. Ketua Pengadilan Palek Tri Wahyudi Hidayat yang menjadi PIhak Terkait, menerangkan sebagai
pelaksana Undang-Undang tentang Pengadilan Palak. peninjauan kernbali hanya dapat dialukan satu kali karena
sengkela pajak merupakan sengketa khusus daiam peradilan tata usaha negara di inaria negara mein butuhkan
uang pajak. INina Afrianti)

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

Tentang Mahkamah Kongtitusi
Mahkamah Kongtitusi adalah galah satu pelaku kekuasaan khakiman yang dibentuk herdasa, kan Pasa1 24C Undang. Undang Dasar 1945 perubahan
keLiga. Pembentukannya dikukuhkan daiam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsiiiusl sebagalmana Telah Diubah
dengan Undang-Undang Nom. r B Tahun 2011 tentsng Perubahan alas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Kongtitusi
Mahkamah Kongtitusl beMenang mengadlli pada tingkat pertaina dan terakhlr yang putusannya bedfa. final untuk mengujl undang-undang
Rerhadap Undang. Undang Dasar, me inutus sengketa kewenangan Iembaga negara yang kewenangannya diberlkan DIEh Undang-Undang Dasar,
meinutus pembubaran partai poitik, dan meinurus perselislhan tentang hasil pemilihan urnum, SErta wailb member:kan putusan ares pendapat
Dewan PeMakllan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran CIEh Presiden dan/areu Wakll Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk Informasi
Ieblh Ianjut. SIIakan menghubungl Humas Mahkamah Kongtltusl Republik Indonesia. Telepon/reks: 0812/017130/ 021,3512456, pin bb: 5M23606
Twitter. @Humas_MKRl. Laman "^Ld 4


